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UMUM

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang
seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Namun pemanfaatan
tersebut mengandung potensi bahaya terutama jika tidak dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
pengawasan Yyang dilakukan melalui penyusunan peraturan,
penyelenggaraan perizinan, dan pelaksanaan Inspeksi.

Pemanfaatan tenaga nuklir antara lain dilakukan dalam suatu
Instalasi Nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem,
dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Contoh sistem pada
Instalasi Nuklir meliputi sistem pendingin, sistem proteksi reaktor,
sistem catu daya, sistem proses, dan sistem pendukung. Jenis
Instalasi Nuklir meliputi Reaktor Nuklir dan INNR. Reaktor Nuklir
digunakan untuk keperluan menghasilkan listrik maupun tujuan riset
dan produksi isotop, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan. Instalasi Nuklir didesain, dibangun, dan dioperasikan
sesuai kaidah keselamatan dan keamanan Instalasi Nuklir, sehingga
pemanfaatan tenaga nuklir selamat dan aman.
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Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran mengatur bahwa Pembangunan, Pengoperasian, dan
Dekomisioning Instalasi Nuklir wajib memiliki izin. Sedangkan, Pasal
17 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa syarat-syarat
dan tata cara perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, Pembangunan dan
Pengoperasian Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya, serta
Dekomisioning Reaktor Nuklir diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) tersebut telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, namun
lingkup pengaturan pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut belum
mencakup pengaturan mengenai perizinan INNR.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur perizinan
Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning Instalasi Nuklir, serta
pemanfaatan Bahan Nuklir. Dengan pengaturan perizinan tersebut
diharapkan dapat lebih menjamin keselamatan pekerja dan
masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta
keselamatan dan keamanan Instalasi Nuklir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reaktor Daya nonkomersial”
adalah Reaktor Daya yang tidak digunakan untuk
keperluan komersial atau perniagaan.
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Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Reaktor Nondaya
nonkomersial” adalah Reaktor Nondaya
yang tidak digunakan untuk keperluan
komersial atau perniagaan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “purwarupa”’ adalah Reaktor
Nuklir yang digunakan untuk pengujian fitur desain,
memiliki kemiripan desain dengan Reaktor Nuklir
standar dalam semua fitur dan ukurannya, tetapi
memiliki  fitur keselamatan tambahan untuk
melindungi pekerja dan masyarakat, dari dampak
kecelakaan yang mungkin terjadi selama periode
pengujian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan  “beroperasi secara
komersial” adalah beroperasi pada daya penuh
dengan disambungkan pada grid listrik dan
berorientasi untuk memperoleh keuntungan.
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Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bukti pendirian badan hukum?”
antara lain berupa akta pendirian perusahaan yang
sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak antara lain
memuat:
1. pendahuluan;
2. manajemen Evaluasi Tapak;
3. hasil evaluasi Tapak dan analisis data mengenai:

a)

b)

pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah
manusia terhadap keselamatan Reaktor
Nuklir di Tapak dan wilayah sekitarnya;

karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya
yang berpengaruh pada perpindahan zat
radioaktif yang dilepaskan oleh Reaktor
Nuklir sampai pada manusia dan lingkungan
hidup; dan

demografi penduduk dan karakteristik lain
dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang
berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap
anggota masyarakat dan kelayakan
penerapan program kesiapsiagaan nuklir;

4. kesimpulan.
Huruf b
Cukup jelas.
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DID pada saat mengajukan izin Tapak adalah DID
yang memuat informasi umum, antara lain memuat:

a.
b.
C.
Huruf d

uraian fasilitas atau fitur utama;
tujuan fasilitas; dan
garis besar tata letak fasilitas pada Tapak.

Data utama Reaktor Nuklir antara lain memuat:

a. jumlah, jenis, dan tingkat daya termal Reaktor
Nuklir yang akan dibangun;
b. letak Reaktor Nuklir dan fasilitasnya pada
Tapak;
c. perkiraan tingkat radiologi maksimum dan
efluen termal yang akan dihasilkan oleh setiap
Reaktor Nuklir dan fasilitasnya; dan
d. jenis sistem pendingin, titik pengambilan air
pendingin dan pelepasan efluen yang berkaitan
dengan masing-masing fasilitas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a

Laporan analisis keselamatan antara lain memuat:

@ oo 0T

(@)

pendahuluan;

tujuan keselamatan dan persyaratan desain;
karakteristik Tapak;

gedung dan struktur;

Reaktor Nuklir;

sistem pendingin Reaktor Nuklir dan sistem
terkait;

fitur keselamatan teknis;
instrumentasi dan kendali;

sistem catu daya listrik;
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